BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR #9 TAHUN 2023

TENTANG

KEBLIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

Mengingst

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NCANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negers Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 163 ayat (1) huruf & Peraturan
Daersh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Nganjuk.

1.

2

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten ds
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati || Surnbaya
Dengan  Mengubah Undang-Undang Nomoe 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeerah-Daerah
Kabupaten Dalam LUingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daecrah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinal Djawa Timur, DJawa
Timur, Djawa Barat dan Daerah [Istimewa
Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negarm Republik
Indonesta Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneséa Nomor 4286);



=

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharasn  Negara  (Lembaran  Negara
Republikx  Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerikssan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400|;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Dacrah (Lembaran Negamm Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahsan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 5587)
sebagammana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
tentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang
Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah |Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
Undang-undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan  Pernturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia
Nomar 6856),

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans
Pemerintah (Lembaran Negara Republikx Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614,

10. Peraturan  Pemenntah Nomor 71 Tabhun 2010

11,

tentang  Standar  Akuntansi  Pemenntahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Feraturan  Peaesingal: Suowe 12 Tuhun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia
Nomor 6322),



Menetapkan

e =

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

I3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1
Tahun 2023 tentang Fengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dakam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

|. Deerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemenntah  Daerah  adalah  Bupati  beserta

perangkat daerah sebagsi unsur penyelenggars

Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupat Nganjuk.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Kabupaten Nganjuk

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah

selanjutnya  disingkat APBD  adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daersh  yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, dan

ditetapican dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerab pads
Pemenntah Daerah selaku pPengguna
anggaran/pengguna barang.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selanjutnya disingkat SKPKD adalabh perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
ANZIAIAN / pengEring barang, yang Juga
melaksanakan pengelolsan keuangan daerah.

8. Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah  yang
selanjutnya disebut PPXD adalah Kepala Kesatuan
Kerga Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yvang mempunyai
tugas melaksanakan tugas pengelolaan APSD dan
bertindak sebagad Bendahara Umum Daerah.

> W
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Bendahara Umum Daerah selanjutnyva disebut BUD
adalah PPKD vang bertindak dalam kapasitas
aebagai Bendahara Umum Daerah,

Akuntansi adalsh proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikassan, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian  keuangan, penginterpretasian  stas
hasilnya serta penvajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya
disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansé vang
ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemenntah,

Sistem  Akuntansi Pemerintah  Daerah  adalah
serangkaian  prosedur manual  maupun  yang
terkomputerisasi mula: dan pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan Pemerintah
Daerah  dalam  rangka  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD,

laporan realisass anggaran pemerintabh  adalah
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya ekonoomd yvang dikelola
oleh pemerintah daerah

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebib adalah
laporan yang menyajikan informasi kenalkan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporun
dibandingkan dengan tahun sebefumnya.

Laporan  Operasional  adalah  laporan  vang
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah  ekuitas dan  penggunaannya  yang
dikelola oleh pemerintah daersh untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan  dalam  suatu
periode pelaporan  yvang unsurnya mencakup
pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar
biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
eXuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya,

Neraca Pemerintah Daerah adalah laporan vang
menggambarkan posssi  keuangan  pemerintah
daerah mengenat aset, kewajiban, dan ekuitas pada
tangeal tertentu,

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang
menyajikan mnfocmasi mengenai sumber,
penggunaan, dan perubshan kas selama satu
periode akuntans:,

Catatan atas Laporan Keuarpgan sdnish laporan
keuangan yang menyvajikan penjefasan naratif,
analisis, atau daftar terinci atas nilas suatu pos
vang disyjikan dalam laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan
operasonal, laporan perubahan ekuitas, neraca
dan laporan arus kas.
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Pernode akuntansi adalah penode
pertanggungjawaban lceuangan entitas pelaporan
vang perodenya sama dengar| periode tahun
ANZFAran,

Aset adalah sumber dava ekonomi vang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah daecrah sebagai
akibat dan peristiwa masa lalu dan dani mana
manfast ekonomi danfatau soslal di masa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh  pemerintah
daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk  sumber daya nonkeuangan vang
diperiukan untuk penvediaan jass bag masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara
Umum Daerah yang mengurangi Saklo Anggaran
Lebih dalam periode takiun anggaran bersangkutan
yang tidak aknn diperoleh pembayarannyva kembakh
oleh pemerintah daerah .

Beban adalah penurunan manfaal ekonomi atau
potensi  jasa  dalam perode pelaporan  vang
menurunkan  ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsd aset atau timbulnya
kewajiban.

Ekuitas adalah kekayaan berséh pemerintah daernh
vang merupskan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah daerah pada tangeal pelaporan.

Entitas Akuntans adalah satuan kegla pengguna
anggaran/pengguns barang dan oleh karenanya
wajib menyelenggarakan akuntansd dan menyusun
Bpotan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.  Yang termasuk ke dalam  entitas
akuntansi adalah SKPD dan SKFKD.

- Entitas Pelaporan adalah Pemenntah Kabupaten

Nganjuk vang terdinl darl satu atau lebih entitas
akuntansi yvang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan waiilb menyampatkan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsp, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesiik vang dipdih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajlan
laporan keuangan.

Kerangka konseptual adalah prnsip-prinsip vang
menjacdi rujukan bagl penyusun laporan keuangan
dalam mencari pemecahan atas suatu masalah
yang belum diatur secarn jelas dalam kebijakan
akuntansi.

. Kesalahan adalah penvajian pos-pos yang secara

signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya
yang mempengaruhl aporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya.
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Kewsjiban adalah utang yang timbul dari peristing
masa lalu yang penyelesalannya mengakibatkan
aliran keluar sumber dayva ekonomi pemerintah
daerah

Konsclidasi adalsh proses penggabungan antar
akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas
pelaporan  dengan  entitas  pelaporan  lainnya,
dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar
dapat disasjikan sebagai saty entitas pelaporan
konsolidasian,

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi
agar pos-pes yang tersayi dalam laparan keusngan
entitas menjadl sesuai dengan vang seharusnvsa;
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu
laporan  keuangan vang merupakan gabungan
keseluruhan laporan keuangan entitas pelaparan
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal

. Pemblayaan (financing) adalah seluruh transaksi

kevangan pemerintah daerah, baik penerimaan
maupun pengeluaran, yang perlu dibavar atau
akan diterima kemball, yang dalam penganggaran
pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defigit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Pendapatan-LRA  adalah  penenmaan  oleh
Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas
pemenntah daerah kainnyva yvang menambah Sakio
Anggaran Lebéh dalam penode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daecrah, dan tdak perdu dibavar kembali oleh
pemerintah daerah,

. Fendapatan-LO  adalah hak pemenntah  daerah

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
pericde tahun anggaran yvang bersangkutan dan
nidak periu dibayar kembali.

Periode akuntansi adalah periode
pertanggungiawaban keuangan entitas pelaporan
yang pericdenya sama dengan periode tahun
anggaran.

. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transakss

yang secaria jelas berbeda dar aktivitas normal
entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan
berada di Juar kendali atau pengarub entitas
sehingga memiliki dampak yang signifikan
terhadap  realisasi anggaran  atau posisi
aset/ kewajiban.

Perubahan kebgjakan skuntanal adalal perubahan
didalam perlakuan, pengakuan atau pcngukumn
akuntansi sebagai akibat darl perubsban prisip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-komvensi, aturan-
aturan dan praktik-praktk spesifik.
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BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

{1) Penyusunan Persturan Bupati ini disusun dengan
maksud sebagai acuan bagi SKPD dan SKPKD
dalam penyajian laporan keuangan.

(2) Peraturan Bupat int disusun dengan tujuan untuk
penyeragaman dan keterpaduan laporan keuangan,

BAB [l
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

(1] Kebdjakan akuntansi Pemerintah Daerah
menerapkan SAP berbasis akrual.

{2)] Kebgjakan akuntansi pemerintah daerah terdini atas
kebijjakan akuntansi pelaporan  keuangan dan
kebgjukan akuntansi akun,

{3) Kebgakan akuntansl pelaporan Keusngan memuat
penjelasan &tas unsur-unsur laporan keuangan
yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan akuntansi akun mengatur  definisi,
pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan
pengungkapan transaksi atau  peristiwa  sesuai
dengan Permyataan SAP atas:

a. pemilthan metode akuntansi alas kebijakan
akuntansi dalam SAP, dan

b pengaturan yang lebih rinct atas kebijakan
akuntansi dalam SAP.

BAB IV
FELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

{1) Dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan
AFBD Entitas Pelaporan wajid menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-
tidaknya terdin dari:

a. Lapuws Keslisas! Angparan (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
. Neraca,
d. Laporan Operasional (LOJ;
e. Laporan Arus Kas [LAK);
. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);dan
£ Catatan atas Laporan Keuangan (Cal.K),



(2) Dalam rangka pernanggungiawaban pelaksansan
APBD Enttas Akuntansi untuk unit pemerintahan
wajib menyusun Laporan Keuangian Tahunan, yang
setidak) adaknya terdin dari
a. Laporan Reallsasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Operasional (LO);

c. Neracs;

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);dan
¢. Catatan atas Laporan Keuangan [CalK).

(3) Dalam rangka pertanggungiawaban pengelolsan
perbendaharasan daerah BUD wajib menyusun
Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdini
dan:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Lapoman Ferubahan Saldo Anggaran Lebib

(SALY:

Laparan Operasional (LO);

Neraca,

Laporan Arus Kas (LAK|,

Laporan Perubahan Ekuitas |LPE)dan

Catatan atas Laparan Keuangan (CalX).

o0 an

Pasal 5

(1) Kebijjakan akuntansi pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan HBupati ini,

(2} Sistematika kebjakan akuntansi  pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud pada avat |1,
sebagal berikut ¢
A. BAB | KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANS|

PEMERINTAHAN;
b. HAEB Il PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN;

BAB 11 LAPORAN REALISASI ANGOARAN

BERBASIS KAS,

BAB [V LAPORAN ARUS KAS

BAB V LAPORAN OPERASIONAL;

EAH VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS;

BAB VIl LAPORAN PERUBAHAN SALDO

ANGOARAN LEBIH

BAB VIl  CATATAN ATAS  LAPORAN

KEUANGAN:

. BAB IX AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

HERBASIS KAS;
BAB X AKUNTANSI BELANJA,
BAB X] AKUNTANSI TRANSFER;
BAB X1l AKUNTANSI PEMBIAYAAN;
. BAB  XIll AKUNTANS!  PENDAPATAN-LO
BERBASIS AKRUAL

o
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HAB XIV AKUNTANSI BEBAN,

BAB XV AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS;

BAB XVI AKUNTANSI PIUTANG;

BAB XVII AKUNTANSI PERSEDIAAN;

BAB XVIII AKUNTANS] INVESTASI;

BAB XIX AKUNTANSI ASET TETAP,

BAB XX AKUNTANSI KONTRUKSI DALAM

PENGERJAAN;

u. BAH XXI AKUNTANS] DANA CADANGAN DAN
ASET LAINNYA;

v, BAB XXII AKUNTANSI KEWAJIBAN;

w. BAB XXIIl KOREKS! KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAXKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA
LUAR BIASA;

X. BAB XXIy LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN,

v. HAB XXV AKUNTANS] DANA BERGULIR

. BAB XXV] AKUNTAN2] BELANJA BANTUAN
SOSIAL

aa. BAB XXVU AKUNTANSI BLUD

bb. BAB XXVII AKUNTANSI BLUD

cc. BAH  XXVINn AKUNTANSI  PERJANJIAN
KONSENSI

dd. BAB XXIX AKUNTANS| PROPERT! INVESTAR]

ee. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN.

|3) Format sistemanika kebigakan akuntansi
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampéran [l yang
merupakan  bagian  tidak  terpisabkan  dari
Peraturan Bupati in,

*®»Pnhaoawg S0

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan  berdakunya Peraturan Bupatl ini, maka:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansl Pemenntah Daerah Kabupaten Nganjuk
{Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor
21 Seri G} dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal
diundangkan.
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Agar setiap omng mengetabuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  Ini  dengan
penempatannya  dalam  Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 39 Seplorbee 2024

BUPA ANJUK,

A

MARHAEN DUUMADL



